
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: KM 46 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I 
PADA PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN 

PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa sesuai Pasal 4 PeraLuran MenLeri Perhubungan 
Nomor PM 57 Tahun 2015 LenLang Pemanduan dan 
Penundaan Kapal, penctapan peraturan wajib pandu 
diberikan olch Menteri; 

b. bahwa di wilayah kcrja Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan Kclas I Banjarmasin mcmiliki 2 (dua) 
penctapan perairan pandu yaitu Perairan Banjarmasin 
tclah ditctapkan scbagai Perairan Wajib Pandu Kclas II 
berdasarkan Lampiran Nomor 20 Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang 
PeneLapan Kelas Perairan Wajib Pandu dan Perairan 
Marabahan tclah ditctapkan scbagai Perairan Wajib 
Pandu Kelas II berdasarkan KcpuLusan Mcnteri 
Pcrhubungan Nomor KP 783 Tahun 2011 Lentang 
Pcnctapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan 
Marabahan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi 
Kalimantan Sclatan; 

c. bahwa Lampiran Nomor 20 Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tcntang 
Penctapan Kelas Perairan Wajib Pandu dan Kcputusan 
Mcnleri Pcrhubungan Nomor KP 783 Tahun 2011 Lcnlang 
Penctapan Perairan Wajib Pandu pada Perairan 
Marabahan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi 
Kalimantan Sclatan belum mengakomodir titik koordinat 
tcmpat pandu naik-turun (pilot boarding ground); 

d. bahwa sesuai hasil penclitian, evaluasi serta verifikasi 
tcrhadap kondisi alur-pclayaran wilayah Perairan 
Pelabuhan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Sclatan 
tclah memenuhi kritcria faktor di luar kapal dan faktor 
kapal yang mempengaruhi kcsclamatan berlayar untuk 
ditetapkan scbagai perairan wajib pandu Kclas I; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu 
menelapkan Kepulusan Menleri Perhubungan tentang 
Penelapan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Perairan 
Pclabuhan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pclayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

2. Peraluran PemerinLah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 
2015 ten Lang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2009 Lenlang Kepelabuhanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5731); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5093); 

4. Peraluran Pemerinlah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

5. Pera Lu ran Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang 
Organisasi Kemcnlerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2021 tcntang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
68 Tahun 2019 Lenlang Organisasi Kemenlerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
106); 

6. Pcraluran Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Kemenlerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 
2011 tcntang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 
2012 tcntang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kcsyahbandaran dan Otoritas Pclabuhan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana 
tclah diubah bcbcrapa kali Lerakhir dcngan Peraturan 
Men Leri Perh ubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 ten tang 
Perubahan Kctiga atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 36 Tahun 2012 tcntang Organisasi dan Tata 
Kcrja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
(Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
942); 
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9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 
2014 Len Lang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan 
Kapal (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2033); 

10. Pcraluran Mcnlcri Pcrhubungan Nomor PM 57 Tahun 
2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390). 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PENET/\PAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA 
PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN. 

Menclapkan Pcrairan Pclabuhan Banjarmasin 
Pcrairan Wajib Pandu Kclas I, dengan batas 
koordinal gcografis sebagai bcrikul: 

Tiik A 03° 52' 37.69" LS / 114° 36 35.15" BT ditarik 
garis lurus menuju ke titik B; 

Titik B 03° 52' 41.95° LS/ 114° 19' 41.11" BT ditarik 
garis lurus menuju kc titik C; 

Titk C 03° 27 34.20 LS / 114° 19 42.64" BT; 
(Titik A, Titk B dan Titik C sesuai Peta Laut 
Indonesia Nomor 289); 

mcnyusuri alur pclayaran Sungai Barito sampai ke 
pcrsimpangan liLik D pada koordinal 03° 20' 15.00" LS/ 114° 
33' 00.00" BT, menyusuri alur pclayaran Sungai Martapura 
sam pai kc Ti li k E pada koordinat 
03° 19 52.00 LS / 1 14° 36 1 0.00" BT; 

dari pcrsimpangan TiLik D mcnyusuri alur pelayaran Sungai 
Barilo sampai kc persimpangan Titik F pada koordinat 02° 58 
36.00" LS / 114° 46' 00.00" BT mcnyusuri alur pelayaran 
Sungai Negara (Marabahan) sampai Titik G pada koordinat 
03° 55' 00.00° LS / 1 14° 54' 48.00" BT; 

dari pcrsimpangan Tilik F mcnyusuri alur pclayaran Sungai 
Barito sampai Titik H pada koordinat 03° 40' 42.00 LS / 114° 
4 7' 18.00" BT; 
(Titik D, Titk E, Titik F, Titk G dan Titk H scsuai dengan 
Pela Laul Indonesia Nomor 17) 

titik koordinat tcmpat pandu naik-turun (pilot boarding 
ground) 
PBG : 03° 52' 37 .60" LS / 114° 24' 00.00" BT. 
(sesuai dcngan Pela Laut Indonesia Nomor 289) 

Lokasi pcrairan wajib pandu scbagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA digambarkan dalam Pela Laut Indonesia 
Nomor 289 dan Nomor 1 7 scbagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Kcputusan Mentcri ini. 

sebagai 
titik-ti tik 
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Pcnclapan pcrairan wajib pandu scbagaimana dimaksud 
dalam Diklum PERTAMA dicvaluasi paling lama dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun olch Dircktur Jenderal Perhubungan 
Laut. 

KEEMPAT Dircktur Jendcral Perhubungan 
pcmbinaan dan pengawasan tcknis 
Kcput.usan Mcnlcri ini. 

Laut melaksanakan 
lcrhadap pelaksanaan 

KELIMA Pada saat Kcputusan Menteri ini mulai berlaku: 
1. Lampiran Nomor 20 Kcputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 22 Tahun 1990 tcntang Penctapan Kelas 
Pcrairan Wajib Pandu; 

2. Kcputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 783 Tahun 
2011 ten tang Penctapan Perairan Wajib Pandu pada 
Perairan Marabahan di Kabupalcn Barito Kuala Provinsi 
Kalimantan Selatan; 

dicabul dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada 
perairan wajib pandu kclas I di perairan pelabuhan 
Banjarmasin sclama bclum ada pelimpahan pelaksanaan jasa 
pemanduan dan penundaan kapal dilaksanakan sesuai 
ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

Kcputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditctapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Mei 2023 
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUOi KARYA SUMADI 

SALINAN Kcputusan Menteri ini disampaikan kcpada: 

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 

3. Menteri Kclautan dan Perikanan; 

4. Menteri Sadan Usaha Milik Negara; 

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

6. Kcpala Staf TNI Angkatan Laut; 

7. Gubernur Kalimantan Sclatan; 
8. Kcpala Pusat Hidrografi dan Oscanografi TNI AL; 

9. Sekretaris Jendcral, Inspcktur Jendcral, dan Dircktur Jenderal 
Perhubungan Laut Kementcrian Perhubungan; 

10. Kcpala Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I 
Banjarmasin; 

11. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin. 

Sa n sesuai dengan aslinya 

I' 

"UKUM, 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 46 TAHUN 2023 
TENTANG PENETAPAN PERAIRAN 
WAJIB PANDU KELAS I PADA 
PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN 
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

BATAS-BATAS PENETAPAN PERAIRAN W AJIB PANDU KELAS I 
PADA PERAIRAN PELABUHAN BANJARMASIN PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 
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Keterangan 

Batas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas I pada 
Perairan Pelabuhan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, 
sebagai berikut: 
Titik A : 03° 52' 37.69" LS / 114° 36' 35.15" BT ditarik garis 

lurus menuju ke titik B; 
Titik B : 03° 52' 41. 95" LS / 114 • 19' 41.11" BT ditarik garis 

lurus menuju ke titik C; 
Titik C : 03° 27' 34.20" LS / 114° 19' 42.64" BT. 
(Titik A, Titik B dan Titik C sesuai Peta Laut Indonesia Nomor 289) 

menyusuri alur pelayaran Sungai Barito sampai ke persimpangan 
titik D pada koordinat 03° 20' 15.00" LS / 114° 33' 00.00" BT, 
menyusuri alur pelayaran Sungai Martapura sampai ke Titik E pada 
koordinat 03° 19' 52.00" LS/ 114° 36' 10.00" BT. 

dari persimpangan Titik D menyusuri alur pelayaran Sungai Barito 
sampai ke persimpangan Titik F pada koordinat 02° 58' 36.00" LS / 
114° 46' 00.00" BT menyusuri alur pelayaran Sungai Negara 
(Marabahan) sampai Titik G pada koordinat 03° 55' 00.00" LS / 114° 
54' 48.00" BT. 

dari persimpangan Titik F menyusuri alur pelayaran Sungai Barito 
sampai Titik H pada koordinat 03° 40' 42.00" LS / 114° 47' 18.00" 
BT. 
(Titik D, Titik E, Titik F, Titik G dan Titik H sesuai dengan Peta Laut 
Indonesia N omor 17) 

Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot Boarding 

Ground): 

03° 52' 37.60" LS / 114° 24' 00.00" BT (sesuai dengan Peta Laut 

Indonesia Nomor 289) 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUD! KARYA SUMADI 

sesuai dengan aslinya 
• IRO HUKUM, 

r 
· ITNO 


